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Hal . Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
di-

Sibolga

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Pengadilan Tinggi Medan dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2022.

Dihimbau agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan
dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Mahkmah Agung RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Ketua Pengadilan Negeri Sibolga di Sibolga;
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NO Komponen / Sub Komponen Kriteria Bobot NilafKin€fja ¥ahun Akuntabilitas 2022
Sebelumnya
1. Perencanaan Kinerja 30 23,70
2. Pengukuran Kinerja 30 19,50
3. Pelaporan Kinerja 15 11,55
4, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,98 72,75
Predikat BB BB

I. Catatan Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi
a. Belum ada eviden yang menyangkut antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika

penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal
monitoring evaluasi kinerja;

. Belum ada penjelasan atau analisis keterkaitan rencana jangka panjang lembaga dengan renstra unit

kerja serta belum melakukan monev renstra;

. Belum mengkolaborasikan pohon kinerja, program kerja serta SKP dalam penyusunan perencanaan

kinerja;

. Belum menampilkan Rencana Aksi yang sesuai dengan tupoksi
. Dokumen perencanaan kinerja belum mengakomodir pengukuran kinerja atas pelaksanaan tusi yaitu

kegiatan dukungan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama ;
Belum menampilkan bawah program kinerja yang di rencanakan pelaksanaanya dicapai dengan baik atau
setidaknya masih on the right track;

g. Belum dilaksanakannya monitoring evaluasi terhadap rencana aksi yang secara berkala;

Dokumen perencanaan kinerja belum menampilkan standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan
ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan terdapat kondisi :

a. Dokumen kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui

pohon kinerja (bagi habis berjenjang), menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level sacara logis
serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting); ’

. Ukuran keberhasilan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART masih terdapat laporan dan

dokumen yang belum di monev per periode serta belum menampilkan rapat berjenjang yang dilakukan
secara berkala dan konsisten dalam penyusunan dan monev perencanaan kinerja;

. Dalam perencanaan kinerja masih belum melibatkan pimpinan secara menyeluruh dan masih banyak

dokumen yang belum di tanda tangan oleh pimpinan;

d. Belum melakukan analisis dan pengukuran dan perbandingan per periode dalam penyesuaian organisasi;




B. Pengukuran Kinerja

1 | Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi:

a. Belum ada pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja internal yang mencakup
sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja, jadwal/ waktu pelaksanaan
pengumpulan dan pengukuran data kinerja termasuk SOP, perlu mengatur apabila terjadi kesalahan
penginputan data serta menyiapkan jadwal monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi;

b. Dalam pengukuran kinerja belum melibatkan pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dalam hal tersebut
sehingga pengukuran kinerja yang di harapkan berjalan secara ideal tidak terpenuhi sehingga tidak
menggambarkan pencapaian kinerja yang diharapkan;

c. Belum adanya perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

d. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja belum dibuatnya laporan kinerja secara berkala dan berjenjang
serta rekomendasinya

e. Belum menampilkan Grafik Pengukuran kinerja Aparatur

f. Definisi oprasional atas IKU belum jelas memadai, antara lain:

- Pada dokumen IKU belum sepenuhnya mendefinisikan indikator secara jelas, trend/polaritas
indikator, periode pengambilan data dan keterkaitan dengan indikator lain;

- Pada penjelasan atas indeks responden masyarakat terhadap kepuasan terhadap Pengadilan Tingkat
Pertama belum menyampaikan dan menjelaskan target responden atas indikator tersebut;

2 | Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah

dilakukan secara berjejang dan berkelanjutan, namun terdapat kondisi :

a. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang
diharapkan. Dalam pelaksanaannya pengukuran capaian kinerja antara lain atas penyelesaian perkara
yang dimonitor oleh pimpinan menggunakan SOP yang ukurannya lebih singkat dari ukuran dokumen
perencanaan kinerja;

b. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secaran berjenjang
terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya) belum berjalan;

¢. Belum menampilkan hasil kegiatan Aparatur sebagai dasar Pengukuran Kinerja Aparatur

d. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sebagian
masih menggunakan pengisian manual karena ukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ukuran
kinerja yang telah dibangun pada SIPP;

e. Dalam pelaksanaan pengukuran pencapaian kinerja belum melakukan monitoring evaluasi secara berkala
dan berkesinambungan;

3 | Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian

startegi dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien namun terdapat kondisi :

a. Pengukuran kinerja secara formal sudah menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan
tunjangan kinerja namun belum optimal dalam pelaksanaannya;

b. Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penetapan
(promosi/mutasi) bagi aparatur namun belum menjadi dasar dan pertimbangan untuk penghapusan
jabatan struktural/fungsional (belum berjalan);

c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi;

d. Monitoring dan evaluasi terhadap jabatan yang ada atas hasil pengukuran penyesuaian (refocusing)
organisasi belum dilakukan secara berkala;

C. Pelaporan Kinerja

1 | Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja

Terdapat pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan reviu, namun tidak terdapat dokumen hasil atas
pelaksanaan reviu internal secara berjenjang yang memastikan keadaan informasi dan data yang disajikan
dalam laporan kinerja;

2 | Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas dan

pencapaian kinerja informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan,

terdapat kondisi :

a. Laporan kinerja belum memuat perbandingan realisasi kinerja dalam periode renstra (jangka menengah).

b. Informasi kinerja dalam Laporan kinerja belum di bandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di
level nasional;

c. Laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah
perbaikan;




Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/ kebijakan dalam

mencapai kinerja berikutnya namun terdapat kondisi:

a. Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai
kinerja;

b. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan untuk penyesuaian aktifitas
reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;

c. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian
penggunaan anggaran;

d. Informasi dalam pelaporan kinerja belum menginformaskan perubahan budaya kinerja antara lain
adanya perubahan dalam pengukuran beberapa indikator kinerja ;

e. Belum adanya monev yang dilakukan terhadap hasil pelaporan kinerja yang dilaksanakan

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1 | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat kondisi :

a. Belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme
pengelolaan data kinerja, reviu kinerja berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja
internal dan rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi periodik ;

b. Belum adanya SOP terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang menjadi pedoman pelaksanaan
Evaluasi

c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala belum optimal;

d. Belum adanaya TLHP dan rekomendasi berasarkan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan

2 | Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber

daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusunan SAKIP sebagian besar belum kompeten dikarenakan
belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP

Il. Rekomendasi Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1

Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja :

a. Agar segera disusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan
penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja,
penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja;

b. Agar pada dokumen renstra perlu penjelasan keterkaitan dan/atau analisis keterkaitan rencana jangka
panjang lembaga dengan renstra unit kerja;

c. Agar dalam dokumen perencanaan kinerja mengakomodir kinerja , pengukuran kinerja sasaran strategis
ke-2 atas kegiatan dukungan tugas dan fungsi yang diperjanjikan sebagai salah satu tusi utama peradilan
tingkat Pertama;

Dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran
kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis serta
memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), agar :

a. Penetapan kinerja pegawai yang telah ada dalam bentuk SKP perlu dijabarkan secara berjenjang
hubungan yang berkesinambungan dan selaras dengan tujuan organisasi dengan individu (cascading)
dan membuat pohon kinerja yang menggambarkan perencanaan kinerja organisasi (sesuai dengan
permenpan RB No.89 tahun 2021} ;

b. Terdapat indikator kerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, agar dilakukan usulan revisi
IKU agar SMART

c. Agar target yang ditetapkan merupakan target ideal/baik maka rumusan indikator harus “smart”

Dalam Perencanaan Kinerja , agar :
a. Membuat laporan periodik atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan
pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun secara berkala.




B.Pengukuran Kinerja

1 | Pada pengukuran kinerja yang telah dilakukan, agar

a. Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan tupoksi Instansi

b. Segala penyusun pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya
mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwalfwaktu pelaksanaan pengumpulan dan
pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data,
serta menyiapkan jadwal monev pengukuran kinerja suatu rencana aksi.

c. Melengkapi definisi operasional atas IKU belum jelas dan memadai atas setiap inidikator kinerja dan
menjadikan kriteria yang relevan dan indikator yang digunakan dalam pengukuran

d. Melengkapi setiap eviden dalam melaksakan monitoring evaluasi dan disahkan oleh stakeholder

e. Tampilkan grafik hasil pengukuran kinerja Aparatur

2 | Agar pengukuran kinerja menjadi kebutuhan maka perlu dilakukan

a. Penyelarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja dengan pencapaian kinerja yang
diharapkan didukung dengan ukuran kinerja pada sistem informasi yang telah berjalan

b. Setiap atasan secara berjenjang melakukan penilaian dan pengukuran capaian kinerja pegawai
(bawahannya) secara berkala.

¢. Menyelaraskan indikator pengukuran kinerja dengan indikator sistem informasi terintegrasi yang telah
dibangun SIPP

3 | Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian

strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien seperti :

a. mengoptimalkan pengukuran kinerja secara formal selain menjadi dasar dalam pemberian/pengurangan
tunjangan kinerja, juga sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment

b. mengoptimalkan hasil atas pengukuran kinerja digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam
penempatan promosi/mutasi bagi aparatur

C.Pelaporan Kinerja

1 | Agar dokumen laporan menggambarkan kinerja dapat dilengkapi informasi kualitatif dan analisa kualitatif
dan data didukung dokumen pernyataan pelaksanaan telah direviu internal atau melalui dokumen hasil
pelaksanaan reviu seperti catatan hasil reviu atau melalui review sheet yang memastikan pengujian atas
keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja

2 | Pada dokumen laporan kinerja atas agar memenuhi yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, serta

informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, yakni :

a. Laporan kinerja memuat perbandingan realisasi kinerja dalam periode renstra (jangka menengah)

b. Informasi kinerja dalam laporan kinerja perlu dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level
nasional

c. lLaporan kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah
perbaikan

3 | Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan

dalam mencapai kinerja berikutnya, agar

a. Laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
(dapat menggunakan informasi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

b. Melengkapi dengan penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian
aktifitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

c. Melengkapi dengan penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian
penggunaan anggaran

d. Melengkapi informasi dalam laporan kinerja yang menginformasikan perubahan budaya kinerja antara
lain adanya perubahan dalam pengukuran beberapa indikator kinerja

e. Membandingkan dengan Laporan Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya agar menjadi referensi dan
gambaran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun yang akan datang




D.Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal

1 | Terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilaksanakan agar ;

a. Menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme
pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang
dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodic

b. Menyusus SOP pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang

2 | Meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dalam hal implementasi SAKIP dengan menugaskan personil

pegawai untuk mengikuti Diklat SAKIP, dan secara rutin mengadakan workshop/bimtek/pelatihan tentang

SAKIP di Lingkungan PT Medan dan Pengadilan Negeri se-wilayah PT Medan

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi
yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan
Negeri Sibolga . Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum
pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Sibolga segera menyampaikan
Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan selambat-lambatnya tanggal 31
Desember 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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